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PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama 

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

MEGALITA BINTI ATAK ARDIANTO, NIK: 3215137012900003, tempat tanggal

lahir: Karawang, 30 Desember 1990, agama Islam, pendidikan

terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat 

tinggal di Jalan Jalan Bondang 3, Gang Afiyah, RT.02, RW.04,

Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung 

Raya, sebagai Penggugat;

melawan

ASEP RAHMAT HIDAYAT BIN ATENG JAYASER, NIK: 3215132904870004, 

tempat tanggal lahir: Karawang, 29 April 1985, agama Islam, 

pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, 

tempat tinggal di Dusun Sentul, RT.03, RW.02, Kelurahan 

Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten 

Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 

2024, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara 

Teweh dengan register Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Mtw, tanggal 21 Februari 

2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, 

Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, sesuai yang tercantum 

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/04/XI/2008, tanggal 14 November 

2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

kediaman di rumah bersama di Dusun Sentul, RT.03, RW.02, Kelurahan 

Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dan telah 

melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) 

serta dikarunai 2 (dua) orang bernama:

a. Ratu Madonna, Lahir pada tanggal 25 Mei 2010;

b. Mustika Salsa Madonna, lahir pada tanggal 22 Mei 2012;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam 

keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022, kehidupan 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, 

yang disebabkan Tergugat tidak jujur kemudian sering main perempuan hal 

tersebut memicu konflik adu mulut antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada  

akhir tahun 2022, bahwa Penggugat ke desa Muara Tuhup dengan niat 

menjenguk kedua orangtua disebabkan lama tidak pulang kemudian 

Tergugat Menghubungi melalui Whatsapp “Kalau Penggugat Terlalu lama di 

rumah orang tuanya lebih baik kita udahan aja” semenjak saat itu antara 

penggugat dan tergugat sudah tidak komunikasi lagi dan tidak tinggal 

bersama lagi dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

5. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya 

Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup 

lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, 

karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai 

sesuai dengan tujuan perkawinan;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha 

untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
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7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak satu bain sughra Tergugat (Asep Rahmat Hidayat bin

Ateng Jayaser) terhadap Penggugat (Megalita binti Atak Ardianto);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

datang menghadap di depan sidang. Sedangkan Tergugat tidak datang ke 

depan sidang dan tidak mewakilkan kepada kuasanya;

Bahwa Hakim dalam perkara a quo setiap memulai persidangan, selalu 

berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali 

dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun, 

upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka 

terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada 

pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Megalita, dikeluarkan 

oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Alat bukti tersebut telah di-

nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. 

Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 

146/04/XI/2008, tanggal 14 November 2008, dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten  Murung Raya. Alat 

bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, 

ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo juga telah menghadirkan 2 (dua)

orang saksi ke muka sidang sebagai berikut:

1. Ariati binti Atak Ardianto, umur 32 tahun, agama Islam, tidak sekolah, 

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Isran AS, 

RT.07, RW.02, Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, 

Kabupaten Murung Raya. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah 

sumpah pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan 

suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 

(dua) anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat

dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu hingga 

saat ini;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan 

Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat 

berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun 

tidak berhasil;

2. Nor Azimiadi bin Kurnian, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Jalan Isran AS, RT.07, RW.02, 

Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung 

Raya. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada 

pokoknya yaitu:
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- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan 

suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 

(dua) anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat

dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu hingga 

saat ini;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan 

Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat 

berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun 

tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya di depan 

sidang. Selanjutnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat 

bukti apapun ke muka sidang;

Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di 

depan sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya 

semula yang ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang dicatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di 

Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh 

Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/ 

Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;
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Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan merupakan Warga Negara 

Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Murung Raya. Selanjutnya, 

Penggugat mendalilkan telah terikat sebagai pasangan suami istri yang sah 

dengan Tergugat dalam perkara a quo. Kemudian, Penggugat mendalilkan 

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak 

harmonis, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai a quo ke Pengadilan 

Agama Muara Teweh. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat

memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan gugatan perceraian, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan 

Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto 

Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

beserta penjelasannya, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut 

Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, telah nyata 

Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Murung Raya yang 

merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Muara Teweh. Maka,

berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 juncto Pasal 129 Kompliasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara a quo 

menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Teweh;
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Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara 

resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 55 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 42 ayat 1 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah 

ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat 

tidak pernah hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk 

hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi 

dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, berdasarkan 

ketentuan Pasal 149 R.Bg. serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 

Tahun 1964, terhadap perkara a quo dapat diperiksa dan diputus meskipun 

tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat untuk rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil. Maka, 

Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 39 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di depan 

sidang, maka terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan mediasi 

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan 

perkara a quo adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat 

sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Putusan a quo;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat dalam perkara a quo tidak 

pernah hadir di depan sidang, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat 

didengar. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak lagi 

mempertahankan hak-haknya dalam perkara a quo;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara a quo telah 

mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda P.1 

dan P.2. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 dan P.2. 

yang diajukan Penggugat tersebut telah di-nazegelen dengan meterai cukup 

dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut patut diterima sebagai

alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai bukti P.1 dan 

P.2. tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, membuktikan bahwa 

Penggugat merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di 

wilayah Kabupaten  Murung Raya. Selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis 

dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat, membuktikan bahwa 

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. 

Maka, alat bukti dengan tanda bukti P.1 dan P.2. yang diajukan Penggugat 

tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara a quo;
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Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya,

Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi 

yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat 

telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji. Selain itu, 2 (dua) 

orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi. Sehingga, 

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan 

demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara 

formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar 

keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di 

depan sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan 

suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak. Kedua 

orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan 

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu 

hingga saat ini. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah 

hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Kedua orang saksi tersebut 

sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan persoalan 

rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi 

diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, terutama berkaitan dengan 

pengetahuan para saksi tentang akibat hukum dari ketidakharmonisan antara 

Penggugat dan Tergugat hingga terjadi perpisahan tempat tinggal antara 

Penggugat dengan Tergugat, dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil

alat bukti saksi yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat 

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut juga merujuk pada 

ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 

K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang memuat kaidah hukum bahwa 

keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan 
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suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil 

pembuktian;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menyampaikan 

kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada 

gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara 

a quo sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah

secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan

tidak  harmonis  hingga  mengakibatkan  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah

tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu hingga saat ini;

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup

bersama lagi dalam membina rumah tangga;

- Bahwa orang-orang terdekat Penggugat sudah pernah memberikan nasihat

kepada Penggugat berkaitan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat,

namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Hakim terlebih dulu perlu 

mengemukakan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu salah satu alasan yang 

dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara 

suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal itu sesuai dengan 

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto 

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu merujuk pada 

ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
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237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, dalam hal ini diangkat suatu kaidah 

hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, 

keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat 

kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah 

tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, dapat dijadikan sebagai fakta 

yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di 

atas, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan

tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat 

berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu hingga saat ini. Selama 

berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi 

dalam membina rumah tangga. Selain itu, orang-orang terdekat Penggugat 

sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan 

persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas membuktikan bahwa telah nyata antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan 

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka, Hakim berpendapat 

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan al-Qur’an dalam surat

ar-Rum Ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Hakim juga berpendapat 

mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah 

berpisah dan tidak ada sikap peduli satu sama lain, sangat berpotensi 

menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan terhadap keduanya. Oleh 

karena itu, guna menghilangkan kemudharatan yang berkelanjutan tersebut di 
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antara kedua belah pihak, maka menceraikan Penggugat dengan Tergugat 

merupakan solusi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut juga merujuk pada 

kaidah fikih dalam Kitab Nazharriyyah adh-Dharurah asy-Syar'iyyah Muqaranah

ma'a al-Qanun al-Wadh'i, halaman 221 yang selanjutnya diambil alih sebagai 

pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال
 “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti 

dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta telah memenuhi 

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto 

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka, Hakim berbendapat gugatan 

Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengemukakan pendapat 

ahli hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqh as-Sunnah Jilid II, 

halaman 291, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang 

berbunyi sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن

ال صلاح بينهما
“Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan 
Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya 
kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan 

disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan 

perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 

ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan 
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Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra 

Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  disebabkan perkara a quo termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara a quo dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Asep Rahmat Hidayat bin 

Ateng Jayaser) terhadap Penggugat (Megalita binti Atak Ardianto);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 26 Sya’ban 1445 Hijriyah, oleh Dr. H. Rahmat 

Hidayat, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal 

tersebut dan dibantu oleh Hj. Hayani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta 

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd.
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Dr. H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Hayani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp  30.000,00

2. Proses : Rp  75.000,00

3. Panggilan : Rp620.000,00

4. PNBP Panggilan Pertama : Rp  20.000,00

5. Redaksi : Rp  10.000,00

6. Meterai : Rp  10.000,00

Jumlah Rp765.000,00

             (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


